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Abstract:Public policy innovation is an important necessity for local governments in responding to the complexity 

of public issues. One relevant approach to encourage policy innovation is policy networks, which emphasize 

collaboration between government and non-government actors. This study aims to analyze the role of policy 

networks as a public policy innovation strategy in Bandung Regency. The study uses a qualitative approach with 

descriptive-analytical methods. Data were collected through in-depth interviews, observations, and 

documentation studies of actors involved in the public policy innovation process. The results show that public 

policy innovation in Bandung Regency is not yet fully supported by an inclusive and sustainable policy network. 

The dominance of the local government, weak coordination between actors, limited capacity of non-governmental 

actors, and regulatory and bureaucratic barriers are the main obstacles. This study emphasizes that strengthening 

collaborative, participatory, and institutionalized policy networks is an important prerequisite for promoting 

adaptive and sustainable public policy innovation at the local level. 
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Abstrak:Inovasi kebijakan publik menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah daerah dalam merespons 

kompleksitas permasalahan publik. Salah satu pendekatan yang relevan untuk mendorong inovasi kebijakan 

adalah jejaring kebijakan, yang menekankan kolaborasi antaraktor pemerintah dan non-pemerintah. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis peran jejaring kebijakan sebagai strategi inovasi kebijakan publik di Kabupaten 

Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan 

melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam proses 

inovasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi kebijakan publik di Kabupaten Bandung 

belum sepenuhnya ditopang oleh jejaring kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dominasi pemerintah daerah, 

lemahnya koordinasi antaraktor, keterbatasan kapasitas aktor non-pemerintah, serta hambatan regulasi dan 

birokrasi menjadi faktor penghambat utama. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan jejaring kebijakan yang 

kolaboratif, partisipatif, dan terinstitusionalisasi merupakan prasyarat penting untuk mendorong inovasi kebijakan 

publik yang adaptif dan berkelanjutan di tingkat daerah. 

 

Kata kunci: jejaring kebijakan, inovasi kebijakan publik, kolaborasi, Kabupaten Bandung 

 

1. PENDAHULUAN 

Meningkatnya kompleksitas masalah publik mengharuskan pemerintah daerah bergerak 

melampaui pendekatan kebijakan hierarkis tradisional dan merangkul inovasi kebijakan publik. 

Pergeseran ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan 

daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (Syuaib, 2023) . Jaringan kebijakan memainkan 

peran penting dalam konteks ini, karena mereka memfasilitasi kolaborasi di antara berbagai 

pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi swasta, dan kelompok 

masyarakat, sehingga mendorong inovasi kebijakan publik (Ulfa & Frinaldi, 2025) . Dengan 

memanfaatkan jaringan ini, pemerintah daerah dapat berbagi pengetahuan dan sumber daya, 

yang mengarah ke proses pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif (Patria & 

Suwarta, 2024) . Selanjutnya, reformasi pemerintah daerah, yang mencakup desentralisasi dan 
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tata kelola partisipatif, sangat penting untuk menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi 

inovasi (Sukandi,A,2024).  

Jaringan kebijakan sangat penting untuk membina hubungan yang saling bergantung di 

antara berbagai aktor dalam proses kebijakan, memungkinkan pemerintah daerah untuk 

berkolaborasi secara efektif dengan entitas non-pemerintah seperti sektor swasta, organisasi 

masyarakat sipil, dan akademisi. Kolaborasi ini memfasilitasi berbagi sumber daya dan 

keahlian, yang sangat penting untuk menghasilkan solusi inovatif untuk tantangan kebijakan 

yang kompleks (Ilhami, 2023) . Melalui berbagi pengetahuan dan pertukaran, jaringan ini 

memungkinkan pembuat kebijakan untuk belajar satu sama lain, meningkatkan potensi inovasi 

kebijakan publik (Ilhami, 2023) . Dengan menyatukan beragam perspektif dan mendorong 

eksperimen, jaringan kebijakan tidak hanya meningkatkan hasil kebijakan tetapi juga 

mempromosikan keterlibatan warga dan kepercayaan dalam tata kelola .  

Di Kabupaten Bandung, lanskap pembangunan yang dinamis memerlukan kebijakan 

publik yang inovatif untuk mengatasi tantangan seperti meningkatkan pelayanan publik, 

mengelola lingkungan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Inovasi kebijakan publik 

yang efektif sangat bergantung pada keterlibatan pemangku kepentingan, yang melibatkan 

menggabungkan beragam aktor dengan berbagai kepentingan dan kapasitas ke dalam proses 

pengambilan keputusan (Rahmatullah et al., 2025) . Namun, praktik saat ini sering melihat 

pemerintah daerah mendominasi inovasi kebijakan, membatasi integrasi aktor non-pemerintah 

yang dapat memberikan keahlian dan sumber daya yang berharga . Untuk mengatasi tantangan 

ini, penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, memungkinkan pemerintah daerah 

untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang lebih baik yang mencerminkan kebutuhan 

masyarakat (Simanungkalit & Prasojo, 2020). Selain itu, mendorong partisipasi warga negara 

dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan, memastikan mereka lebih responsif 

terhadap prioritas lokal . Kemitraan publik-swasta (PPP) juga menghadirkan peluang untuk 

memanfaatkan sumber daya dan keahlian sektor swasta, lebih lanjut mendorong inovasi dalam 

pemberian layanan publik (Fidowaty et al., 2018). 

Jaringan kebijakan saat ini di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya dioptimalkan 

untuk inovasi kebijakan publik, yang menghambat pengembangan solusi adaptif terhadap 

kebutuhan lokal. Untuk meningkatkan proses ini, penting untuk menerapkan struktur jaringan 

yang inklusif dan kolaboratif. Tata kelola inklusif memastikan bahwa beragam pemangku 

kepentingan terlibat dalam pengambilan keputusan, memungkinkan kebijakan yang 

mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mempromosikan kesetaraan sosial (Wicaksono, 

2021). Selain itu, pembuatan kebijakan kolaboratif memanfaatkan keahlian berbagai 
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pemangku kepentingan, mendorong kepemilikan dan akuntabilitas, yang dapat mengarah pada 

hasil yang lebih berkelanjutan (Nunung et al., 2025) . Dengan mengoptimalkan struktur 

jaringan, pembuat kebijakan dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, pada akhirnya 

memperkuat perumusan dan implementasi kebijakan inovatif . Selain itu, melakukan penilaian 

kebutuhan lokal sangat penting untuk menyesuaikan kebijakan dengan tantangan unik 

kawasan, memastikan bahwa keduanya relevan dan efektif (Langbroek & Verhoest, 2024) . 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jejaring 

kebijakan sebagai strategi inovasi kebijakan publik di Kabupaten Bandung. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian jejaring kebijakan 

dan inovasi kebijakan publik, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang 

strategi inovasi kebijakan yang kolaboratif dan berkelanjutan. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

1. Jejaring Kebijakan 

Jejaring kebijakan (policy networks) merupakan pendekatan yang memandang kebijakan 

publik sebagai hasil interaksi antaraktor yang saling bergantung dalam suatu struktur hubungan 

yang relatif stabil. Rhodes (1997) mendefinisikan jejaring kebijakan sebagai pola hubungan 

antara aktor pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam proses kebijakan publik, di 

mana tidak ada satu aktor pun yang memiliki kendali penuh terhadap kebijakan. Pendekatan 

ini menekankan pentingnya pertukaran sumber daya, informasi, dan pengaruh antaraktor. 

Marsh dan Rhodes (2019) mengemukakan bahwa jejaring kebijakan dapat 

diklasifikasikan ke dalam berbagai tipe, mulai dari jejaring yang bersifat tertutup hingga 

jejaring yang lebih terbuka dan dinamis. Dalam konteks pemerintahan daerah, jejaring 

kebijakan cenderung melibatkan aktor yang beragam, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, 

organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan akademisi. Keberagaman aktor ini memungkinkan 

terciptanya kolaborasi dan sinergi dalam proses kebijakan. 

 

2. Inovasi Kebijakan Publik 

Inovasi kebijakan publik merujuk pada pembaruan dalam ide, proses, maupun praktik 

kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Menurut 

Osborne dan Brown (2011), inovasi kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan penciptaan 

kebijakan baru, tetapi juga dengan perubahan cara pemerintah bekerja dan berinteraksi dengan 

aktor lain. Inovasi menjadi penting dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin 

beragam dan dinamis. 
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Inovasi kebijakan publik di tingkat daerah dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, 

kepemimpinan, serta keterlibatan aktor non-pemerintah. Pemerintah daerah yang mampu 

mendorong kolaborasi dan pembelajaran bersama cenderung lebih inovatif dalam merumuskan 

kebijakan publik. Inovasi kebijakan juga berfungsi sebagai strategi adaptasi terhadap 

perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi. 

Dalam konteks ini, jejaring kebijakan berperan sebagai wahana utama bagi inovasi 

kebijakan publik. Melalui jejaring kebijakan, berbagai aktor dapat berkontribusi dalam 

pertukaran gagasan, pengetahuan, dan sumber daya yang mendorong munculnya solusi 

kebijakan yang inovatif. Dengan demikian, inovasi kebijakan publik sangat bergantung pada 

kualitas jejaring kebijakan yang terbentuk. 

 

3.METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-

analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam peran jejaring 

kebijakan sebagai strategi inovasi kebijakan publik di Kabupaten Bandung, khususnya dalam 

melihat pola interaksi, kolaborasi, dan pertukaran sumber daya antaraktor kebijakan. Penelitian 

dilaksanakan di Kabupaten Bandung dengan fokus pada inovasi kebijakan publik yang 

melibatkan jejaring kebijakan. Fokus kajian diarahkan pada interaksi antara pemerintah daerah, 

sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan aktor lain yang berperan dalam 

mendorong inovasi kebijakan publik di tingkat daerah. 

 

4.HASIL & PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dapat di Identifikasi Permasalahan Empiris Inovasi 

Kebijakan Publik di Kabupaten Bandung 

Inovasi kebijakan publik di Kabupaten Bandung masih cenderung didominasi oleh 

pemerintah daerah sebagai aktor utama. Keterlibatan aktor non-pemerintah, seperti sektor 

swasta, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan akademisi, masih bersifat terbatas 

dan belum terintegrasi secara sistematis dalam jejaring kebijakan. Kondisi ini menyebabkan 

inovasi kebijakan lebih bersifat top-down dan kurang mencerminkan kebutuhan serta potensi 

lokal. 

Permasalahan empiris lainnya adalah lemahnya koordinasi antaraktor dalam jejaring 

kebijakan. Hubungan antarorganisasi perangkat daerah (OPD) maupun antara OPD dan aktor 

non-pemerintah belum berjalan secara optimal. Jejaring kebijakan yang terbentuk masih 
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bersifat sektoral dan parsial, sehingga pertukaran informasi dan pembelajaran bersama dalam 

proses inovasi kebijakan belum berlangsung secara efektif. 

Aktor non-pemerintah yang terlibat dalam inovasi kebijakan publik di Kabupaten 

Bandung masih menghadapi keterbatasan kapasitas, baik dari sisi sumber daya manusia, 

pendanaan, maupun akses terhadap proses pengambilan keputusan. Keterbatasan ini 

menghambat peran strategis mereka dalam jejaring kebijakan dan berdampak pada rendahnya 

kualitas inovasi kebijakan yang dihasilkan. 

Kolaborasi antaraktor dalam inovasi kebijakan publik di Kabupaten Bandung sering 

kali bersifat temporer dan berbasis proyek. Belum terdapat mekanisme jejaring kebijakan yang 

berkelanjutan dan terinstitusionalisasi. Akibatnya, inovasi kebijakan sulit direplikasi atau 

dikembangkan dalam jangka panjang. 

Proses inovasi kebijakan publik masih dihadapkan pada hambatan regulasi dan 

prosedur birokrasi yang kaku. Ketentuan administratif yang kompleks sering kali membatasi 

ruang eksperimentasi dan kreativitas dalam inovasi kebijakan. Kondisi ini melemahkan 

fleksibilitas jejaring kebijakan dalam merespons permasalahan publik secara cepat dan adaptif. 

 

Pembahasan  

Temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi kebijakan publik di Kabupaten 

Bandung belum sepenuhnya ditopang oleh jejaring kebijakan yang inklusif dan kolaboratif. 

Dominasi pemerintah daerah dalam proses inovasi kebijakan mencerminkan karakter jejaring 

kebijakan yang masih bersifat hierarkis. Hal ini sejalan dengan pandangan Rhodes (1997) yang 

menyatakan bahwa efektivitas jejaring kebijakan sangat bergantung pada tingkat 

ketergantungan dan keseimbangan peran antaraktor. Ketika pemerintah daerah memegang 

kendali dominan, potensi inovasi yang bersumber dari aktor non-pemerintah menjadi kurang 

optimal.  

Pemerintah Kabupaten Bandung perlu membentuk atau memperkuat forum jejaring 

kebijakan yang bersifat lintas sektor dan berkelanjutan. Forum ini berfungsi sebagai ruang 

kolaborasi resmi antara pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, 

komunitas, dan akademisi. Kelembagaan jejaring kebijakan yang jelas akan memperkuat 

koordinasi, memperluas partisipasi aktor, serta mendorong pertukaran ide dan sumber daya 

yang menjadi fondasi inovasi kebijakan publik. 

Lemahnya koordinasi dan sinergi antaraktor juga menunjukkan bahwa struktur 

jejaring kebijakan di Kabupaten Bandung belum berkembang menjadi jejaring yang terbuka 
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dan dinamis sebagaimana dikemukakan oleh Marsh dan Rhodes (1992). Jejaring yang bersifat 

sektoral dan parsial membatasi aliran informasi dan pembelajaran bersama, sehingga inovasi 

kebijakan cenderung bersifat inkremental dan tidak berkelanjutan. Dalam konteks inovasi 

kebijakan publik, keterbukaan jejaring merupakan prasyarat utama bagi munculnya ide-ide 

baru dan solusi kreatif. Solusi penting lainnya adalah peningkatan kapasitas aktor non-

pemerintah melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan akses informasi kebijakan. 

Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang mendorong kesetaraan peran antaraktor 

dalam jejaring kebijakan. Dengan kapasitas yang memadai, aktor non-pemerintah dapat 

berkontribusi lebih aktif dalam perumusan dan implementasi inovasi kebijakan publik. 

Keterbatasan kapasitas aktor non-pemerintah memperkuat ketimpangan dalam 

jejaring kebijakan. Perspektif jejaring kebijakan menekankan bahwa aktor-aktor dalam jejaring 

seharusnya memiliki akses relatif setara terhadap sumber daya dan proses pengambilan 

keputusan. Ketika aktor non-pemerintah memiliki kapasitas yang lemah, kontribusi mereka 

dalam proses inovasi kebijakan menjadi terbatas. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas 

kolaborasi dan minimnya keberagaman perspektif dalam perumusan kebijakan. Jejaring 

kebijakan perlu didukung oleh mekanisme kolaborasi yang partisipatif dan transparan. Proses 

perumusan inovasi kebijakan sebaiknya melibatkan aktor jejaring sejak tahap perencanaan 

hingga evaluasi. Pendekatan ini sejalan dengan model tata kelola kolaboratif yang 

dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menekankan dialog tatap muka, kepercayaan, 

dan komitmen bersama sebagai kunci keberhasilan kolaborasi kebijakan. 

Selain itu, minimnya mekanisme kolaborasi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa 

jejaring kebijakan di Kabupaten Bandung belum terinstitusionalisasi secara memadai. Padahal, 

menurut pendekatan inovasi kebijakan publik, inovasi membutuhkan ruang eksperimentasi 

yang berkelanjutan dan pembelajaran kolektif. Jejaring kebijakan yang hanya bersifat temporer 

tidak mampu menopang proses inovasi jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Bandung perlu 

melakukan penyesuaian regulasi dan prosedur birokrasi agar lebih adaptif terhadap inovasi 

kebijakan. Penyederhanaan regulasi akan membuka ruang eksperimentasi bagi aktor jejaring 

kebijakan dan mendorong munculnya solusi kebijakan yang kreatif. Regulasi yang fleksibel 

juga memperkuat kemampuan jejaring kebijakan dalam merespons permasalahan publik secara 

cepat. 

Hambatan regulasi dan birokrasi yang kaku semakin mempersempit ruang inovasi 

dalam jejaring kebijakan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip inovasi kebijakan publik 

yang menekankan fleksibilitas dan adaptivitas. Dengan demikian, temuan penelitian ini 

menegaskan bahwa penguatan jejaring kebijakan yang inklusif, setara, dan berkelanjutan 
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merupakan prasyarat penting bagi inovasi kebijakan publik di Kabupaten Bandung. Solusi 

terakhir adalah menginstitusionalisasikan mekanisme pembelajaran bersama (collective 

learning) dalam jejaring kebijakan. Evaluasi bersama, berbagi praktik baik, dan refleksi 

kebijakan perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan keberlanjutan inovasi kebijakan 

publik. Pembelajaran bersama akan memperkuat kepercayaan antaraktor dan meningkatkan 

kualitas jejaring kebijakan di Kabupaten Bandung. 

 

5.KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa jejaring kebijakan memiliki peran strategis dalam 

mendorong inovasi kebijakan publik di Kabupaten Bandung. Namun demikian, praktik inovasi 

kebijakan yang berlangsung belum sepenuhnya ditopang oleh jejaring kebijakan yang inklusif, 

kolaboratif, dan berkelanjutan. Dominasi pemerintah daerah, lemahnya koordinasi antaraktor, 

keterbatasan kapasitas aktor non-pemerintah, serta hambatan regulasi dan birokrasi menjadi 

faktor utama yang menghambat optimalisasi jejaring kebijakan sebagai strategi inovasi.Hasil 

penelitian ini menegaskan bahwa inovasi kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari kualitas 

interaksi dan keseimbangan peran antaraktor dalam jejaring kebijakan. Jejaring kebijakan yang 

bersifat hierarkis dan sektoral cenderung menghasilkan inovasi yang terbatas dan kurang 

berkelanjutan. Sebaliknya, jejaring kebijakan yang terbuka dan terinstitusionalisasi mampu 

mendorong pertukaran gagasan, pembelajaran bersama, serta kolaborasi yang lebih efektif 

dalam proses kebijakan.Oleh karena itu, penguatan jejaring kebijakan melalui pembentukan 

forum kolaboratif, peningkatan kapasitas aktor, penyederhanaan regulasi, serta 

institusionalisasi pembelajaran bersama menjadi langkah penting untuk meningkatkan inovasi 

kebijakan publik di Kabupaten Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi 

pemerintah daerah dalam merancang strategi inovasi kebijakan publik yang berbasis jejaring 

kebijakan dan berorientasi pada keberlanjutan. 
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